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A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini Indonesia menerapkan kebijakan Otonomi Daerah, dimana  
kebijakan tersebut sudah diselenggarakan lebih satu dasawarsa. Namun 
lahirnya Otonomi Daerah adalah pada 23 Juli 1903,  dengan dikeluarkannya 
Decentralisatie wet Van Nederland Indies 1903 oleh Pemerintah Belanda 
tetapi banyak orang yang tidak mengetahui hal ini. Sejak terbitnya Otonomi 
Daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, pelaksanaan kebijakan tersebut telah membawa 
pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai bidang. 
(Sufianto, 2020:272) 
Sedangkan arti Otonomi Daerah itu sendiri menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam pelaksanaannya, pemerintah 
daerah memiliki wewenang seperti merencanakan dan mengendalikan 
pembangunan; merencanakan, memanfaatkan, dan mengawasi tata ruang; 
menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum; menyediakan sarana 
dan prasarana umum; menangani bidang kesehatan; dan menyelenggarakan 




Kemampuan daerah menyelenggarakan secara optimal potensi 
daerahnya sendiri merupakan peranan dalam meningkatkan kebijakan 
Otonomi Daerah seperti dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli 
Daerah untuk membiayai belanja rutin dan belanja  pembangunan yang 
ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berikut 
adalah  realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes selama 5 tahun 
terakhir. (Melinda, 2011:6) 
Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes 






Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes 
 
Untuk memperbaiki sistem perpajakan dan distribusi daerah 
sekaligus meningkatkan pendapatan daerah, maka pemerintah menerbitkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. Bahwa secara garis besar peraturan tersebut mengelompokkan 4 jenis 
pajak baru, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. Pajak tersebut dialihkan menjadi pajak daerah Kabupaten/Kota 
dengan penerimaan pajak 100% masuk ke Kabupaten/Kota, dan berlaku 
secara efektif pada 1 Januari 2014.  
Kemudian merujuk pada undang-undang yang berlaku yaitu 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 




pajak daerah tingkat II bersama 10 pajak pajak daerah lainnya yakni: Pajak 
Restoran, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak 
Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan.  
Sedangkan,i untuki Pajaki Bumii dani Bangunani Pertambangan,i 
Perhutanani dani Perkebunani (PBB-P3) masihi dii bawahi wewenangi 
pemerintahi pusati melaluii Direktorati Jenderali Pajaki (DJP).i Berikut 
merupakan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes. 
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Brebes 
Tahun Target Realisasi Keterangan 
2016 21.300.000.000 23.875.427.714 Melampaui 
Target 
2017 25.300.000.000 27.455.645.268 Melampaui 
Target 
2018 29.000.000.000 32.688.816.658 Melampaui 
Target 
2019 35.000.000.000 36.895.117.230 Melampaui 
Target 
2020 33.000.000.000 35.081.706.997 Melampaui 
Target 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
Namun dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan masih banyak wajib pajak enggan untuk memenuhi 
kewajibannya dalam membayar pajak sebab memiliki objek pajak namun 
wajib pajak berpenghasilan rendah dan meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak 
akibat adanya dampak lingkungan dan pembangunan. Seakan-akan 




Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes yang diberikan kewenangan dalam 
perluasan objek pajak daerah menerbitkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan 
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
Hadirnya pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan, wajib pajak memiliki celah untuk menikmati 
kebijakan tersebut. Di mana Pemerintah Daerah memberikan pengurangan 
atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak 
yang mengajukan permohonan. Namun, Direktorat Jenderal Pajak 
menjelaskan iuran Pajak Bumi dan Bangunan boleh diajukan dengan 
memperhatikan kriteria kondisi objek pajak dan kemampuan membayar oleh 
wajib pajak. 
Dengan hadirnya aturan perundangan yang mengatur perluasan 
kewenangan terhadap pajak daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 100% diterima dan dikelola oleh kabupaten/kota 
serta pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Perkotaan dibenahi di dalam 
Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 2019. Dengan peraturan ini sangat 
menguntungkan bagi wajib pajak dan begitu besar potensi dari Pajak Bumi 





Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik menyusun 
laporan tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PEMERINTAH DAERAH PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI 
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI 
BAPENDA KABUPATEN BREBES.” 
B. Ruang Lingkup Pembahasan 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini maka ruang lingkup yang akan 
diulas adalah bagaimana implementasi pemberian pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BAPENDA Kabupaten Brebes? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
1. Tujuan Penulisan 
Untuk mengetahui implementasi pemberian pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di BAPENDA Kabupaten 
Brebes. 
2. Kegunaan Penulisan 
a. Bagi Penulis 
Untuk memperluas dan memperbanyak wawasan mengenai 
pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. 
b. Bagi Universitas Pancasakti Tegal 
Untuk memperkaya dan menjadikan sumber pustaka di perpustakaan 




mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah pemberian pengurangan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
c. Bagi Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes 
Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan pelaksanaan 
pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di BAPENDA Kabupaten Brebes. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah: 
1. Wawancara 
Mencari informasi dan menanyakan penjelasan secara langsung pada 
pihak-pihak yang mengetahui informasi yang diperlukan. 
2. Observasi 
Melakukan pengamatan langsung menggunakan catatan maupun 
rekaman yang ada di lapangan. 
3. Studi Pustaka 
Mencari data dari sumber bacaan yang terkait dengan perpajakan untuk 
sumber penyusunan laporan. 
4. Dokumentasi 
Mencari data dengan cara mencatat data yang terdapat di dalam formulir 








GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN BREBES 
 
A. Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes merupakan oganisasi 
atau dinas di bawah pengawasan Pemerintah Daerah yang mempunyai 
tanggung jawab dan wewenang dalam pemungutan dan pengordinasiaan 
pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan dan lain sebagainya. 
Dinas ini beralamatkan di Jalan Veteran No 11 Brebes, Kecamatan Brebes.  
Sebelum terbentuk dengan nama Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA), organisasi ini mengalami beberapa perubahan. Sebelum tahun 
2000, Kabupaten Brebes memiliki dinas yang serupa yaitu Dinas Pendapatan 
Daerah. Kemudian di tahun 2008, Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 
menghendaki bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes, Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pengelolaan Kekayaan 
Daeah (KPKD) digabung, yang kemudian menjadi Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 
Dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja 
dinas pada tahun 2011, Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah (KPKD) atau 
organisasi yang mengatur Aset Daerah ini memisahkan dari Dinas 
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Hal itu 




Pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD). Kemudian pada tahun 2017, Aset 
Daerah bergabung kembali seperti sebelumnya namun bukan dengan nama 
Dinas melainkan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 
(BPPKAD). 
Dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 
Brebes maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, 
BPPKAD Kabupaten Brebes dipecah menjadi 2 badan yakni Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. 
Tepat pada 4 Januari 2021, wewenang dan tanggung jawab atas 
pemungutan dan pengordinasian pajak dan lain-lain di bawah pengawasan 
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sedangkan, BPKAD memiliki tugas 
mengelola keuangan daerah, menerima keuangan pusat dan provinsi (dana 
transfer). 
B. Visi Misi 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Badan 
Pendapatan Daerah (BAPENDA), bahwa dinas ini belum memiliki visi misi 
namun pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) menjadikan visi 
misi Kabupaten Brebes sebagai acuan dalam melaksanakan tugas. 
1. Visi 





2. Misi  
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, 
cerdas, sehat, dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai 
Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan; 
b. Meningkatkan kualitas pembangunan infastruktur dan 
pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan 
memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, 
dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; 
c. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan 
dengan memperkuat inovasi daerah dan invetasi guna mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal; 
d. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional, 
efektif, dan efisien serta menciptakan stabilitas keamanan dan 
ketertiban daerah; 
e. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan 
masyarakat desa menjadi maju dan mandiri; 
f. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak 
dan partisipasi perempuan dalam pemabngunan, serta mewujudkan 
perlindungan sosial. 
C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes memiliki struktur 
orginasasi yang dibuat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes. Struktur 




untuk menata dan menentukan pekerjaan serta tanggung jawab pada 
perorangan maupun kelompok juga dapat mempermudah untuk mengawasi 
tugas yang dilaksanakan.  
 
 
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Brebes 






D. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes (BAPENDA) 
a. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati 
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi, 
PBB dan BPHTB. 
b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah 
menyelenggarakan fungsi:  
1) Penetapan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan 
daerah dalam hal pendapatan daerah; 
2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal 
pendapatan daerah; 
3) Pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan 
daerah; 
4) Pengkoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub 
pendapatan daerah; dan 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
c. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut: 
1) Merumuskan dan menetapkan program kerja dinas sebagai 




2) Merumuskan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah sebagai 
dasar  pelaksanaan kegiatan; 
3) Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang Pendapatan 
Daerah dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran 
pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar 
kedinasan; 
4) Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanan tugas 
bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan 
dengan prinsip pembagian tugas habis; 
5) Menyelenggarakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah 
dengan lembaga perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah 
kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga diluar kedinasan; 
6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan 
kapasitas, pengelolaan pajak daerah lainnnya termasuk 
pengelolaan pajak penerangan jalan (PPJ/PJU) serta PBB dan 
BPHTB; 
7) Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan rencana 
penerimaan pendapatan, mengkoordinasikan pemungutan 
pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah, pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah; 
8) Mengkoordinasikan dalam penyajian informasi pendapatan 
daerah, mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi 




penyelenggaraan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 
penghapusan piutang pajak daerah; 
9) Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan dinas dengan 
mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan 
keuangan, urusan umum serta kepegawaian; 
10) Mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT dengan 
mengarahkan pelaksanaan kegiatan; 
11) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevalusi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
12) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
13) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
2. Sekretariat 
a. Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan 
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian 
dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, 
kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di 






b. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
1) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan di lingkungan 
Badan Pendapatan Daerah; 
2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja 
di lingkungan Pendapatan Daerah; 
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 
meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, 
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan 
pelayanan administrasi di lingkungan Pendapatan Daerah; 
4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata 
laksana di lingkungan Pendapatan Daerah; 
5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan 
Pendapatan Daerah; 
6) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan 
dokumentasi; 
7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/aset daerah dan 
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pendapatan 
Daerah; 





9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan 
terkait dengan tugas dan fungsinya. 
c. Uraian tugas Sekretariat, sebagai berikut: 
1) Menyusun konsep program kerja badan sebagai pedoman dan 
acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar terwujud 
singkronisasi pelaksanaan tugas badan; 
3) Mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Mengonsep program kerja dan laporan badan dengan 
mengkoordinasikan penyusunan program dan laporan dari 
bidang-bidang; 
5) Menyelia pengelolaan keuangan badan dengan cara 
mengarahkan pelaksanaan teknis penyusunan anggaran, belanja 
umum dan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan; 
6) Menyusun konsep bidang keorganisasian dan ketatalaksanaan, 
kehumasan dan hukum; 
7) Menyelenggarakan ketatausahaan badan dengan menyelia 
pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan pelayanan pimpinan; 
8) Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan dengan 




pemeliharaan sarana prasarana dan pengadaan serta 
penghapusan barang inventaris; 
9) Menyelia pengelolaan administrasi kepegawaian badan untuk 
mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas 
sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
3. Sub Bagian Program Dan Keuangan 
a. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan 
program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan 
Pendapatan Daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bagian Program Dan Keuangan, sebagai berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja bidang program dan 
keuangan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud 




3) Mendistribusikan tugas dan  menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melaksanakan kegiatan perencanaan dengan mengelola bahan 
penyusunan rencana kerja badan secara periodik; 
5) Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan 
badan; 
6) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan 
program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil 
monitoring; 
7) Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan 
badan dan menyusunan Laporan Pertangungjawaban Badan; 
8) Melaksanakan perencanaan keuangan dinas dengan mengelola 
bahan penyusunan rencana anggaran, belanja umum dan 
kegiatan; 
9) Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan badan meliputi 
analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan 
pertanggungjawaban keuangan; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 




12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasan, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan 
ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan 
ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan 
pelayanan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebagai berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja bidang umum dan 
kepegawaian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 
terwujud singkronisasi pelaksanaan tugas badan; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melaksanakan ketatausahaan dinas dengan mengelola surat 
masuk, surat keluar, penataan arsip dan dokumen, legalisasi 




5) Menyiapkan bahan  keorganisasian, kehumasan dan hukum 
dinas dengan menyiapkan bahan analisis dan kajian yang 
diperlukan badan; 
6) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga badan dengan 
menyelia administrasi barang inventaris/aset, barang pakai 
habis, pemeliharaan sarana prasarana kantor, pengadaan dan 
penghapusan barang inventaris/aset; 
7) Melaksanakan pengelolaan  admnistrasi kepegawaian meliputi 
presensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
gaji dan tunjangan, pendidikan, kesejahteraan, disiplin, 
promosi, mutasi dan penatausahaan pegawai; 
8) Melaksanakan pengelolaan pensiun, cuti, daftar nominatif 
pegawai dan daftar urut kepangkatan, penilaian prestasi kerja 
dan urusan kepegawaian lain; 
9) Menfasilitasi pelaksanaan kegiatan pimpinan dalam dan luar 
kantor dengan menyiapkan administrasi dan sarana prasarana 
yang diperlukan kepala badan; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 




12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
5. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 
a. Bidang Pajak Daerah dan  Retribusi mempunyai tugas perumusan 
konsep dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, 
penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan, pelaporan serta 
penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah lainnya antara lain 
meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, 
pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang 
burung walet serta pajak mineral bukan logam. 
b. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi 
mempunyai fungsi: 
1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau  bahan 
kebijakan daerah dalam hal pendataan, pendaftaran, penetapan, 
pemeriksaan dan penanganan keberatan serta penagihan dan 
pengelolaan pajak daerah; 
2) Pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah 
dalam hal pendataan, pendaftaran dan penetapan, pelayanan 
pendapatan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta 




3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pendataan, 
pendaftaran dan penetapan pemeriksaan dan penanganan 
keberatan serta penagihan dan pengelolaan pajak daerah; 
4) Pelaksanaan administrasi dalam hal pendataan, pendaftaran 
dan penetapan, pemeriksaan dan penanganan keberatan serta 
penagihan dan pengelolaan pajak daerah; 
5) Pengkoordinasian  pelaksanaan kebijakan teknis badan 
dan/atau kebijakan daerah serta monitoring, evaluasi dan 
pelaporan dalam hal pendataan, pemeriksaan, penagihan 
retribusi daerah; 
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Uraian tugas Bidang Pajak Daerah dan Retribusi, sebagai berikut: 
1) Merumuskan konsep program kerja dan kebijakan teknis yang 
mencakup pendataan, pendaftaran, penetapan, pemeriksaan, 
penagihan, pelaporan dan penindakan pajak daerah serta 
pendataan, pemeriksaan, penagihan retribusi daerah sebagai 
pedoman dan acuan pelaksanaan tugas bidang; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia program kerja kepada 




4) Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, 
menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak 
daerah serta pendataan objek dan subjek retribusi daerah; 
5) Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak daerah; 
6) Melaksanakan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, 
pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi 
administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding 
pajak daerah; 
7) Melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah; 
8) Melaksanakan penatausahaan piutang pajak daerah untuk 
mengetahui perkembangan piutang pajak daerah; 
9) Melaksanakan penagihan piutang kepada objek dan subjek 
pajak daerah; 
10) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 
peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi 
daerah; 
11) Melaksanakan kegiatan pelaporan dan penindakan di bidang 
pajak daerah dan retribusi daerah; 
12) Melaksanakan kegiatan pembinaan teknis Organisasi 
Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak 




13) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
14) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
15) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggung jawaban; 
16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
6. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan 
a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, dalam hal fasilitasi, 
monitoring dan evaluasi terkait dengan proses penanganan 
keberatan, penagihan dan penindakan atas pajak daerah dan retribusi 
daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan dan Penindakan, sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan dan 
penindakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 




fungsi dan kompetesi bawahan dengan prinsip pembagian 
tugas habis; 
4) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap 
permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan 
banding pajak daerah; 
5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan 
keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak daerah; 
6) Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi data obyek 
dan subyek pajak daerah yang sudah jatuh tempo penagihan; 
7) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan 
dan pengelolaan piutang pajak daerah serta pengawasan dan 
pengendalian penagihan retribusi daerah; 
8) Mengkoordinir kegiatan penagihan piutang dan mengendalikan 
penerbitan surat tagihan pajak daerah (STPD) dan dokumen 
lainnya yang diperlukan dalam penagihan piutang pajak 
daerah; 
9) Melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek pajak daerah 
dan retribusi daerah sesuai aturan yang berlaku; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 




12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
7. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan 
a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, 
pemantauan, evaluasi, pelaporan terkait dengan proses pendataan 
dan pelayanan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah, dan 
pendataan potensi retribusi daerah sebagai bahan koordinasi,  
pembinaan di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi  retribusi dan 
pajak daerah. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran, sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang pendataan dan 
pendaftaran sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak yang 




5) Menyelenggarakan validasi pendaftaran wajib pajak daerah 
sebagai dasar penerbitan NPWPD oleh Kepala Badan; 
6) Mengendalikan pencatatan dan pendistribusian surat-surat 
ketetapan pajak daerah (SKPD); 
7) Menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan 
atas objek dan subjek pajak daerah; 
8) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek pajak daerah; 
9) Mengolah pencatatan ke buku jenis pajak daerah terhadap 
penerimaan pajak daerah berdasarkan SSPD, SKPD, SKPDT, 
SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajakdaerah; 
10) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan dan 
denda administrasi pajak daerah, pencatatan pembayaran pajak 
daerah yang dibayar dengan cara mengangsur dan/atau ditunda 
realisasi pembayarannya; 
11) Mengolah denda administrasi pajak daerah, pencatatan piutang 
pajak daerah; 
12) Menyelenggarakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 
peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi 
daerah; 
13) Melakukan kegiatan analisa data sebagai bahan perumusan 




dan retribusi daerah serta sebagai bahan koordinasi pembinaan 
di bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan 
retribusi daerah; 
14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
15) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
8. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan 
a. Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pengelolaan 
pajak daerah,dan retribusi daerah di bidang pelaporan dan 
pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek pajak. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Pelaporan dan Pemeriksaan, sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang pelaporan dan 
pemeriksaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar 




3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Melakukan kegiatan perumusan prosedur pembukuan 
pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah; 
5) Melakukan kegiatan pelaksanaan pencatatan  penerimaan pajak 
daerah dan retribusi daerah ke dalam daftar jenis pajak daerah 
dan retribusi daerah  
6) Melakukan kegiatan pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi 
hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan 
propinsi; 
7) Melakukan kegiatan penyusunan laporan realisasi penerimaan 
pendapatan daerah; 
8) Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah 
terkait dengan pendapatan  daerah dari pajak daerah dan 
retribusi daerah dan program kerja di bidang pendapatan 
daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah ; 
9) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi laporan 
pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah; 
10) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam 





11) Menyelenggarakan pencatatanke buku jenis pajak daerah 
terhadap penerimaan pajak daerah berdasarkan SKPD, 
SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan denda administrasi pajak 
daerah; 
12) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan 
pajak daerah lainnya dan denda administrasi pajak daerah 
lainnya, pembayaran pajak daerah lainnya yang dibayar 
dengan cara mengangsur dan/atau ditunda realisasi 
pembayarannya serta pencatatan target dan realisasi retribusi 
daerah; 
13) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan 
tahunan) target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan 
denda administrasi pajak daerah serta laporan realisasi retribusi 
daerah; 
14) Menyelenggarakan pemeriksaan/validasi dokumen pajak 
daerah yang menggunakan self assesment dan 
pemeriksaan/validasi dokumen pemungutan retribusi daerah; 
15) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan 
atas objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, 
menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan 





16) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan 
permohonan keberatan wajib pajak daerah dan menyampaikan  
laporan hasilnya kepada atasan untuk dipertimbangkan 
permohonan diterima atau ditolak; 
17) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek pajak 
daerah, dan  retribusi daerah yang berkaitan dengan 
pemeriksaan; 
18) Menyelenggarakan fasilitasi terhadap kegiatan pemeriksaan 
pajak daerah, dan  retribusi daerah dalam rangka menguji 
kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah 
dan/atau tujuan lainnya 
19) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis operasional 
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan 
retribusi daerah dan pajak daerah; 
20) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
21) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
22) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 





9. Bidang PBB dan BPHTB 
a. Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas perumusan konsep dan 
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, 
pelaporan fasilitasi, terkait penagihan, pelaporan dan penindakan, 
keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan 
piutang PBB dan BPHTB. 
b. Dalam melaksanakan tugas Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai 
fungsi: 
1) Perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau  bahan 
kebijakan daerah dalam hal penagihan, pelaporan dan 
penindakan, keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan 
penetapan, pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
2) Pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau kebijakan daerah 
dalam hal penagihan, pelaporan dan penindakan, keberatan dan 
pemeriksaan, pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang 
PBB dan BPHTB; 
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal penagihan, 
pelaporan dan penindakan, keberatan dan pemeriksaan, 
pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan 
BPHTB; 
4) Pelaksanaan administrasi Badan dalam hal penagihan, 




pendataan dan penetapan, pengelolaan piutang PBB dan 
BPHTB; 
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
c. Uraian tugas Bidang PBB dan BPHTB, sebagai berikut: 
1) Merumuskan konsep program kerja bidang PBB dan BPHTB 
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dinas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Mengkoordinasikan penagihan, pelaporan dan penindakan, 
keberatan dan pemeriksaan, pendataan dan penetapan, 
pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
5) Mengkoordinasikan pelayanan validasi dokumen yang 
menggunakan sistem self assesment; 
6) Mengkoordinasikan     dan/atau memfasilitasi penyelesaian 
sengketa PBB dan BPHTB; 
7) Mengkoordinasikan penyelesaian piutang PBB dan BPHTB; 
8) Melaksanakan kegiatan pendataan pengembangan potensi 
pendapatan daerah untuk merumuskan kebijakan teknis 




9) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
10) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
11) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 
10. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan 
a. Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, 
fasilitasi, terkait dengan penagihan, pelaporan dan penindakan, 
pengelolaan piutang PBB dan BPHTB. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan, Pelaporan dan Penindakan, 
sebagai berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang penagihan, 
pelaporan dan penindakan sebagai pedoman dan acuan 
pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 




3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menyelenggarakan pengelolaan dan inventarisasi obyek dan 
subyek PBB dan BPHTB yang sudah jatuh tempo penagihan 
dan piutang PBB dan BPHTB; 
5) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap penagihan 
dan pengelolaan piutang PBB dan BPHTB; 
6) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penagihan 
dan pengelolaan piutang PBB dan  BPHTB; 
7) Menyelenggarakan pencatatan hasil penagihan dan 
pengelolaan piutang daerah dan menyelenggarakan rekon 
penerimaan PBB dan BPHTB; 
8) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data dalam 
rangka perencanaan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB 
dan kegiatan pelaporan; 
9) Menyelenggarakan pencatatan target dan realisasi penerimaan 
PBB dan BPHTB; 
10) Menyusun laporan secara berkala (bulanan, semesteran dan 
tahunan) target dan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB; 
11) Melakukan kegiatan penindakan terhadap subjek PBB dan 




12) Melakukan kegiatan penagihan PBB dan BPHTB yang telah 
melampaui batas waktu jatuh tempo; 
13) Melakukan kegiatan proses kadaluarsa penagihan dan 
penghapusan tunggakan; 
14) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
15) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
16) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
11. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan 
a. Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi kegiatan 
terkait dengan proses pemeriksaan hasil penetapan objek dan subjek 
PBB dan BPHTB serta penanganan keberatan atas kewajiban PBB 
dan BPHTB. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Keberatan dan Pemeriksaan, sebagai 
berikut: 
1) Menyiapkan bahan program kerja sub bidang keberatan dan 




2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja bidang agar 
terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas; 
3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi terhadap 
pemeriksaan dan verifikasi PBB dan BPHTB; 
5) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeriksaan 
atas objek dan subjek PBB dan BPHTB; 
6) Menyelenggarakan pemeriksaan atas restitusi, kompensasi, 
pembetulan dan pembatalan SPPT PBB; 
7) Menghimpun dan mengolah data permohonan pemrosesan 
keberatan pembayaran PBB dan BPHTB berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang- undangan; 
8) Menyelenggarakan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan 
permohonan keberatan wajib pajak PBB dan BPHTB; 
9) Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada atasan untuk 
dipertimbangkan permohonan diterima atauditolak; 
10) Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap 
permohonan pengurangan/keringanan, keberatan dan banding 




11) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penanganan 
keberatan pajak daerah atas objek dan subjek pajak PBB dan 
BPHTB; 
12) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
13) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 
14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan. 
12. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan  
a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas perumusan 
konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, 
evaluasi, pelaporan fasilitasi kegiatan terkait dengan pendaftaran dan 
penetepan subjek dan objek PBB dan BPHTB. 
b. Uraian tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, sebagai 
berikut: 
1) Merumuskan konsep program kerja sub bidang pendaftaran 
dan penetapan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas; 
2) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja badan agar 




3) Mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai 
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip 
pembagian tugas habis; 
4) Menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek PBB dan 
BPHTB yang berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan;  
5) Menyelenggarakan validasi dokumen PBB dan BPHTB 
dengan menggunakan metode self assesment; 
6) Menyelenggarakan pengelolaan pendaftaran, dan penetapan 
atas objek dan subjek PBB dan BPHTB;  
7) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 
pendaftaran dan penetapan atas objek dan subjek PBB dan 
BPHTB; 
8) Mengolah pencatatan ke buku PBB dan BPHTB terhadap 
penerimaan Pajak Daerah berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDT, 
SKPDKB, SKPDLB dan Denda Administrasi Pajak Daerah; 
9) Mengolah pencatatan target dan realisasi penerimaan PBB dan 
BPHTB dan pencatatan piutang pajak daerah dari PBB dan 
BPHTB; 
10) Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan 
mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi 
kerja; 
11) Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk 




12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan 
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; 
































TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 
A. Tinjauan Teori 
1. Definisi Pajak 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 
Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara 
yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011:1) menerangkan “pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan 
(kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 
2. Fungsi Pajak  
Fungsi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:29) dibagi 
menjadi 2 yakni sebagai berikut: 
a. Fungsi Budgeter berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan 
bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: 





b. Fungsi Reguler berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. 
Demikian pula dengan barang mewah. 
3. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2009:17) dibagi 
menjadi 3 yakni: 
a. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang. 
b. Self Assessment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar. 
c. Witholding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 







4. Pengelompokan Jenis Pajak 
Pajak menurut Siti Resmi (2014:7) dapat dikelompokkan: 
a. Menurut golongannya: 
1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 
kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 
2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai. 
b. Menurut sifatnya 
1) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 
pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib 
pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 
2) Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
c. Menurut lembaga pemungutannya 
1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai. 
2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 




5. Pengertian Pajak Daerah  
Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Pajak Daerah 
yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. 
6. Pengelompokan Pajak Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi menyebutkan pajak daerah dibagi menjadi 2 
jenis dan beberapa objeknya yaitu sebagai berikut: 
a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 
1) Pajak Kendaraan Bermotor; 
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
4) Pajak Air Permukaan; dan 
5) Pajak Rokok. 
b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 
1) Pajak Hotel; 
2) Pajak Restoran; 
3) Pajak Hiburan; 




5) Pajak Penerangan Jalan; 
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
7) Pajak Parkir; 
8) Pajak Air Bawah Tanah; 
9) Pajak Sarang Burung Walet; 
10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
a. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan”. 
Semua Kabupaten/Kota diharuskan mengelola PBB-P2 sejak 
tanggal 1 Januari 2014. Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah 
adalah tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah. Adanya 
pengalihan ini bertujuan memberikan wewenang yang lebih besar di 
dalam perpajakan dengan memperluas pajak daerah dan tarif pajak. 
Wewenang yang diberikan tertuang pada Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Pasal 80, dimana masing-masing kabupaten/kota dapat menentukan 




b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Dasar hukum setelah dialihkannya PBB-P2 menjadi Pajak 
Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. 
c. Objek yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Objek Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan 
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan”. 
Sedangkan objek yang masuk dalam pengertian bangunan 
menurut undang-undang adalah: 
1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 
seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan 
suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; 
2) Jalan tol; 
3) Kolam renang; 
4) Pagar mewah; 
5) Tempat olahraga; 
6) Galangan kapal, dermaga; 




8) Tempat penampungan kilang minyak,air dan gas, pipa minyak; 
dan 
9) Menara. 
d. Objek yang tidak dikenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan objek tidak dikenai 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah: 
1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 
2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh 
keuntungan; 
3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 
4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional 






e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 79, 
subjek PBB adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata 
memiliki hal-hal berikut: 
1) Mempunyai hak atas bumi; 
2) Memperoleh manfaat atas bumi; 
3) Memiliki bangunan; 
4) Menguasai bangunan; 
5) Memperoleh manfaat atas bangunan. 
f. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 79 menjelaskan dasar 
pengenaan PBB-P2  adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 
g. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Bahwa di dalam undang-undang yang mengatur tarif PBB-P2 
menjelaskan tarif paling tinggi ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma 
tiga persen). Namun, besarnya tarif bervariasi karena bersangkutan 
dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. 
Di Kabupaten Brebes, apabila Nilai Jual Objek Pajak kurang 




Sedangkan apabila Nilai Jual Objek Pajak lebih/sama dengan Rp 
1.000.000.000,00 maka ditetapkan sebesar 0,2%. 
h. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 menerangkan besarnya 
nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah 
sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib 
pajak. 
i. Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) 
Berdasarkan peraturan daerah yang mengatur besarnya PBB-
P2 yang terutang dapat dihitung dengan cara: 
1) Apabila Nilai Jual Objek Pajak yang kurang dari Rp 
1.000.000.000 maka: 
PBB = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) 
2) Nilai Jual Objek Pajak yang lebih besar/sama dengan Rp 
1.000.000.000 maka: 
PBB = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) 
j. Saat Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Berdasarkan undang-undang yang mengatur bahwa saat 





k. Dasar Hukum Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan 
Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tertuang 
pada Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 82/PMK.03/2017 
tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang disahkan pada 
tanggal 20 Juni 2017 dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan 
Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunn Perdesaan dan Perkotaan, 
serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
l. Bentuk Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
Pemberian pengurangan PBB-P2  dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan daerah Kabupaten Brebes, dimana pengajuan 
pengurangan pengurangan yang diajukan telah ditetapkan dalam SPT 
atau SKPD PBB-P2. Kemudian berdasarkan permohonan wajib 
pajak, Bupati atau Kepala Badan dapat memberikan pengurangan 
PBB-P2. Pemberian pengurangan PBB-P2 diberikan dalam bentuk 
pengurangan terhadap pokok pajak. 
Pemberian pengurangan apabila nilai pajaknya sampai 
dengan Rp 500.000.000,00 maka SK akan ditetapakan oleh Kepala 
Badan. Sedangkan, apabila nilai pajaknya di atas Rp 500.000.000,00 




m. Dasar Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan 
Sebagaimana ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Brebes, pemberian pengurangan PBB-P2  menyatakan dasar 
pemberiannya diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan 
membayar wajib pajak dan kondisi objek pajak. 
n. Objek Pajak yang Terkena Bencana Pemberian Pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Dalam objek pajak yang terkena bencana pada besaran 
kategori yang dikenakan, didasarkan ke bencana terbesar yang 
mengenai bumi dan/atau bangunan. Maka berdasarkan peraturan 
daerah objek pajak yang terkena bencana dapat dibedakan menjadi 3 
kategori yakni seperti pada tabel 3.1. 
Tabel 3.1 Objek Pajak yang Terkena Bencana 
No Objek Pajak yang 
Terkena Bencana 
Penjelasan 
1 Dampak bencana 
berat 
Apabila bencana mengakibatkan objek 
pajak bumi dan/atau bangunan paling 
banyak tersisa 25% dari kondisi objek 
pajak berdasarkan laporan yang diketahui 
pemerintah desa. 
2 Dampak bencana 
sedang 
Apabila bencana mengakibatkan objek 
pajak bumi dan/atau bangunan paling 
banyak tersisa 50% dari kondisi objek 





3 Dampak bencana 
ringan 
Apabila bencana mengakibatkan objek 
pajak bumi/atau bangunan paling banyak 
tersisa 75% dari kondisi objek pajak 
bumi/atau bangunan berdasarkan laporan 
yang diketahui pemerintah desa. 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
 
o. Besaran Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan  
Sebagaimana peraturan daerah yang mengatur tentang 
pengurangan PBB-P2 menyatakan bahwa pemberian pengurangan 
diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria  
dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.  
Apabila wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka 
dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar sesuai 
kriteria yang terpenuhi. Dalam menentukan besaran pengurangan 
yang diberikan, Kepala Badan dapat menetapkan indikator dari 
kriteria dan tolak ukur pemberian pengurangan PBB-P2. 
Tabel 3.2 Kriteria Pengurangan PBB-P2 





Wajib Pajak yang berpenghasilan 
rendah dan memiliki lahan 
pertanian/perkebunan/perikanan/p
















Wajib Pajak veteran pejuang 
kemerdekaan, veteran pembela 
kemerdekaan, penerima tanda jasa 







Wajib Pajak yang penghasilannya 
semata-mata berasal dari 






Wajib Pajak badan yang 
mengalami kerugian dan kesulitan 
likuiditas pada Tahun Pajak 
sebelumnya sehingga tidak dapat 










Nilai Jual Objek Pajak permeter 
persegi tanah yang dimiliki 
mengalami kenaikan akibat 
perubahan lingkungan dalam satu 






Objek pajak terkena bencana: 





















Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
 
p. Persyaratan Pengajuan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 
menjelaskan pemberian Pengurangan PBB-P2 dapat diajukan dengan 
syarat sebagai berikut: 
1) Dokumen persyaratan administrasi pengajuan pengurangan 
PBB-P2 sebagai berikut: 
a) Wajib pajak yang berpenghasilan rendah, berupa: 
(1) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa hasil 
pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan 
sangat terbatas dan penghasilan wajib pajak 
rendah. 
(2) Fotokopi SPPT; 
(3) Kartu miskin dan/atau surat keterangan wajib pajak 
tidak mampu dari Kepala Desa. 
b) Wajib pajak badan yang mengalami kesulitan ekonomi, 
berupa: 




(2) Fotokopi laporan keuangan atau bukti lain yang 
dapat disamakan 2 tahun terakhir; 
(3) Fotokopi SPPT; dan 
(4) PPh tahun berjalan. 
c) Wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran 
pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang 
gerilya atau janda/duda berupa: 
(1) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atau 
fotokopi Surat Keputusan tentang Pengakuan, 
Pengesahan dan Penganugerahan Gelar 
Kehormatan dari pejabat yang berwenang; 
(2) Fotokopi SPPT. 
d) Wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal 
dari pensiunan, berupa: 
(1) Fotokopi surat keputusan pensiun; 
(2) Fotokopi SPPT. 
2) Dokumen persyaratan administrasi yang dipersiapkan apabila 
wajib pajak mengajukan pengurangan PBB-P2 dalam hal objek 
pajaknya terkena bencana secara perseorangan berupa: 
a) Surat pernyataan yang menyatakan bahwa objek pajak 
dari wajib pajak terkena bencana alam atau sebab lain 




b) Surat keterangan adanya bencana alam dari Kepala Desa 
dan diketahui Camat. 
3) Dokumen persyaratan administrasi yang dipersiapkan wajib 
pajak apabila permohonan diajukan secara kolektif oleh 
pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia atau organasasi 
lain berupa: 
a) Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran atau fotokopi 
Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan 
Penganugerahaan Gelar Kehormatan dari pejabat yang 
berwenang; 
b) Fotokopi SPPT; dan 
c) Surat keterangan yang bersangkutan merupakan anggota 
LVRI dari Kepala LVRI. 
4) Dokumen persyaratan administrasi yang dipersiapkan 
pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 apabila diajukan 
secara kolektif oleh Kepala Desa berupa: 
a) Fotokopi SPPT; 
b) Surat kuasa; dan 
c) Surat pernyataan Kepala Desa bahwa wajib pajak benar-







A. Tinjauan Praktek 
1. Implementasi pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan 
Indonesia sudah menerapkan otonomi daerah meskipun 
demikian pemerintah daerah yang diberi kewenangan dalam perluasan 
objek pajak khususnya dalam pelaksanaan sektor Pajak Bumi dan 
Bangunan, merujuk pada aturan-aturan yang berlaku mulai dari Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Peraturan Menteri Keuangan PMK/No.82/03/2017 tentang 
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta peraturan daerah masing-
masing wilayah. Jadi pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan memang 
harus diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria sesuai aturan 
yang berlaku meskipun pihak BAPENDA pada setiap tahunnya mencatat 
perhitungan target namun tidak serta merta acuh terhadap kondisi yang 
ada di masyarakat. 
Pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan sebenarnya berpengaruh pada realisasi penerimaannya 
namun tidak terlalu signifikan karena ditutup oleh pendataan Objek Pajak 
baru dan pembayaran piutang oleh wajib pajak pada tahun-tahun 
sebelumnya. Begitu pula berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 
namun juga ditutup oleh penerimaan 10 pajak daerah kabupaten/kota 
lainnya, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 




pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Lain-lain Pendapatan 
Asli Daerah yang sah. 
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan itu sendiri adalah kebijakan dari Pemerintah Daerah yang 
menguntungkan bagi Wajib Pajak. Namun, pengajuan permohonan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat diajukan dengan 
pertimbangan seperti kemampuan membayar oleh wajib pajak dan 
kondisi objek pajak. Bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan 
pengurangan PBB-P2, data akan diproses dan diteliti lapangan (objek 
pajak) oleh bidang PBB dan BPHTB dalam rentang waktu 3 bulan sejak 
diajukannya permohonan pengurangan oleh wajib pajak. 
 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 





a. Wajib Pajak datang ke BAPENDA di Bagian Pelayanan Pajak 
Daerah mengajukan Permohonan pengurangan (mendapatkan Nomor 
Pendaftaran). 
b. Wajib pajak akan diberi blangko permohonan yang harus diisi 
kemudian  di lampirkan beberapa berkas yang akan diajukan. 
 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 












1) Pada poin pertama, wajib pajak harus mengisi nama, alamat 
dan nomor telepon wajib pajak; 
2) Pada poin kedua, wajib pajak wajib mengisi alamat lengkap 
atas Objek Pajak yang diajukan, Nilai Objek Pajak (NOP) pada 
SPPT tertera pada tahun tersebut, PBB-P2 terutang tahun 
diajukan dan berapa nominal PBB-P2 terutang tahun tersebut 
serta tanggal diterimanya SPPT Tahun tersebut; 
3) Pada poin ketiga, wajib pajak boleh mengajukan berapa persen 
permohonan pengurangan PBB-P2 tersebut mulai dari 25-
100%; 
4) Pada poin keempat, wajib pajak wajib mengisi alasan mengapa 
mengajukan permohonan pengurangan yang sesuai pada dasar 
pemberian pengurangan; 
5) Kemudian pada point terakhir, wajib pajak wajib melampirkan 
berkas permohonan sesuai dengan ketentuan kriteria dan tolak 
ukur dasar pemberian pengurangan. Berkas yang dilampirkan 
dapat dilihat pada gambar 3.1. 
c. Proses Screening Berkas (apabila persyaratan tidak terpenuhi) akan 
diserahkan kembali kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi berkasnya, 
(apabila persyaratan terpenuhi) berkas dilanjutkan kepada Kasubid 




d. Setelah proses penelitian dari Kasubid pendaftaran dan penetapan 
dilanjutkan kepada Kepala Bidang PBB & BPHTB (disposisi atas 
permohonan dari wajib pajak). 
e. Dilanjutkan kepada Kasubid Keberatan dan Pemeriksaan untuk 
diproses permohonan pengurangan dari Wajib Pajak. 
f. Hasil Penyelesaian dari Kasubid Keberatan dan Pemeriksaan 
diserahkan kepada Kasubid Pendaftaran dan Penetapan dan 
dilanjutkan ke proses pembuatan SK Kepala Badan (apabila nilai 
ketetapan PBB sampai dengan Rp 500.000.000)/ SK Bupati (apabila 
nilai ketetapan PBB diatas Rp 500.000.000). 
g. SK Ketetapan Pengurangan diserahkan kepada Bagian Pelayanan 
Pajak Daerah untuk diserahkan kepada Wajib Pajak. 
2. Proses Perhitungan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Realisasi atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan di Kabupaten Brebes setiap tahunnya mengalami 
peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan realisasi yang dicapai melebihi 
target selama 5 tahun terakhir. Namun, faktanya masih banyak wajib 
pajak yang enggan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak 
dikarenakan tingginya pajak terutang.  
Pernyataan di atas didukung oleh laporan dari Bank Jateng 
mengenai rekapitulasi piutang PBB-P2 sampai tanggal 30 Januari 2021. 




menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Bupati Brebes Nomor 41 
Tahun 2019 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2), dimana peraturan tersebut merupakan fasilitas 
bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keringanan berupa 
pengurangan atas pemungutan pajak tersebut. Pemberian Pengurangan 
tersebut diberikan mulai dari 0% sampai dengan 100%. 
Misalnya seorang wajib pajak dari desa A mengajukan 
permohonan pengurangan sebesar 50% dengan pertimbangan kondisi 
kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 yang tertulis pada 
blangko permohonan. Jika data yang diajukan wajib pajak lengkap dan 
diterima maka BAPENDA akan memproses data maupun lapangan objek 
pajak tersebut dalam rentang waktu selama 3 bulan sejak diajukannya 
permohonan tersebut. Apabila dalam proses pengecekan lapangan, pihak 
BAPENDA kurang setuju dengan pengajuan pengurangan sebesar 50% 
maka pengajuan tersebut dapat ditolak atau diberikan pengurangan yang 
persentasenya lebih kecil seperti 25%.  
Kondisi pengurangan ini hanya berlaku sesuai tahun pajak yang 
diajukan dan apabila pada  tahun berikutnya wajib pajak tersebut masih 
mengalami kondisi kesulitan ekonomi maka wajib pajak dapat 
mengajukan kembali. Kemudian apabila jangka waktu keputusan telah 
terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan pengurangan 
dianggap diterima. 




Wajib Pajak: Rubiyanto 
Alamat: Dukuh Ciboga Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes 
NOP: 33.29.020.012.039-0036.0 
Letak Objek Pajak: Dukuh Ciboga Kecamatan Bantarkawung Kabupaten 
Brebes. 
Tabel 3.3 Perhitungan Pengurangan PBB-P2 
Objek  
Pajak 
Luas (m2) Kelas NJOP/m2 Total NJOP 
(Rp) 
Bumi 144 078 103.000 14.823.000 
Bangunan 75 030 264.000 19.800.000 
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 34.632.000 
NJOPTKP 10.000.000 
NJOP untuk perhitungan PBB (a) 24.632.000 
Tarif 0,1% x (a) -> (b) 24.632 
Pemberian Pengurangan 25% x (b) -> (c) 6.158 
Pajak Bumi dan Bangunan yang dibayar (d) = 
(b) - (c) 
18.474 
 
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes 
 
3. Hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti akan menjumpai 
sebuah hambatan. Begitupun juga dalam pelaksanaan kebijakan 




Perkotaan juga memiliki hambatan. Sebagai contoh seperti sekarang ini, 
banyak wajib pajak yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19, hal itu 
mengakibatkan menurunnya ekonomi pada masyarakat. Karena kondisi 
seperti saat ini pula banyak dari wajib pajak badan maupun pribadi yang 
memanfaatkan kebijakan pemberian pengurangan dengan mengajukan 
permohonan pengurangan.  
Dengan banyaknya jumlah pemohon pengurangan serta 
kurangnya Sumber Daya Manusia merupakan penyebab dari hambatan 
dalam pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan karena akan berpengaruh pada waktu penyelesaiannya, 
artinya bahwa pemrosesan permohonan yang harusnya selesai dalam 
rentang waktu 3 bulan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk 
















Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat 
memberikan beberapa kesimpulan mengenai pemberian pengurangan Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan 
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Brebes, antara lain: 
1. Bahwa pada proses pelaksanaan pemberian pengurangan PBB-P2 
dilaksanakan sesuai prosedur SOP yang diterapkan oleh BAPENDA. 
Pemrosesan data dan pengecekan lapangan (objek pajak) dilakukan 
rentang waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan. 
2. Pemberian pengurangan diberikan dengan memperhatikan kondisi wajib 
pajak yang dijelaskan pada dasar pemberian pengurangan. Pemberian 
tersebut diberikan mulai dari persentase 0%-100% . 
3. Dalam pelaksanaan pengurangan PBB-P2 pada tahun 2020, banyak wajib 
pajak orang pribadi maupun badan yang mengajukan permohonan 
pemberian pengurangan PBB-P2 karena menurunnya ekonomi 
masyarakat dampak dari adanya pandemi Covid-19 serta kurangnya 
Sumber Daya Manusia dalam menyelesaiakan dalam menyelesaikan 








Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka berikut ini 
penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak instansi 
pemerintahan serta pihak yang terkait:  
1. Pada pemrosesan data dan pengecekan lapangan diharapkan dilaksanakan 
sesuai rentang waktu yang ditentukan yaitu 3 bulan atau tepat waktu, 
agar wajib pajak segera mengetahui bahwa pengajuan permohonan 
diterima. 
2. Dalam memberikan besaran pengurangan, pada penelitian diharapkan 
lebih teliti dengan mempertimbangkan sesuai kondisi wajib pajak pada 
peraturan perundangannya agar pemberian besaran pengurangan benar-
benar diberikan dengan semestinya. 
3. Terkait hambatan yang dialami yaitu pada waktu penyelesaiannya dan 
kurangnya Sumber Daya Manusia. Bahwa pada langkah atau proses 
pengecekan lapangan (objek pajak) disarankan lebih teliti dengan cara 
membagi tugas dan mengatur jadwal pengecekan lapangan dengan wajib 
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5. Surat Ijin Penelitian 
 
 
